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MOTTO 

 

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 

sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).  

( Q.S. An-najm ayat 39-40) 

“Sesuatu akan menjadi kebanggan 

Jika sesuatu itu akan dikerjakan, 

Dan bukan hanya dipikirkan. 

Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, 

Jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya. 

Bukan hanya menjadi impian” 
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SINOPSIS 

Judul dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berlokasi di Desa Kemiri, Kecamatan 

Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

tersebut karena dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan otonomi desa. Maka penyusunan APBDesa menjadi salah satu 

faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, menurut penulis 

penyusunan APBDesa di Desa Kemiri tidak ditempuh dengan partisipatif, sebagian 

masyarakat tidak aktif dalam musyawarah penyusunan APBDesa. Sebagian besar masyarakat 

juga tidak memahami rencana dan kebijakan anggaran. Penyusunan APBDesa yang 

dimaksud di atas hanya berfokus pada perencanaan saja dan tidak masuk dalam lingkup 

pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBDesa. Penelitian 

yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang partisipasi masyarakat 

dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kemiri. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptf kualitatif. Informan dalam penelitian 

ini terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 6 orang perangkat desa, 2 orang BPD, 2 orang Karang 

Taruna, 2 orang Kader PMD, 2 orang Kelompok Tani. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah kualitatif, dengan langkah-langkah meliputi : pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini 1) voice masyarakat Desa Kemiri dalam 

penyusunan APBDesa dilakukan dengan cara ikut terlibat dalam menentukan kebijakan 

anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Hal itu terlihat dari adanya program-

program untuk kepentingan masyarakat Desa Kemiri dalam APBDesa tahun 2015, serta 

adanya pelayanan administrasi gratis bagi masyarakat. 2) akses masyarakat Desa Kemiri 

dilakukan dengan cara keterlibatan semua pihak dalam penyusunan APBDesa. Hal itu terlihat 

dari adanya keterlibatan dari unsur BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK dan unsur kelompok 

tani. Sehingga masyarakat yang mempunyai akses tersebut mengetahui sumber-sumber 

pendapatan desa dan memahami hal-hal yang di bahas dalam APBDesa. 3) kontrol 

masyarakat Desa Kemiri dilakukan dengan cara memastikan penyusunan APBDesa itu 

dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Hal tersebut juga terlihat dari 

adanya transparansi Pemerintah Desa Kemiri dalam penyusunan APBDesa dilakukan dengan 

cara mempublikasikan dan menginformasikan penyusunan APBDesa kepada masyarakat 

desa. 

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, APBDesa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat 

diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan bagi desa untuk 

mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan 

pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas 

hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar 

wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan 

pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri 

dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, 

termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam 

APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana sebesar Rp 20,776 triliun kepada 

seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang pada saat ini sesuai 

Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai 

Undang-Undang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Desa dan 

Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan 

Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan 

APBD Kabupaten/Kota. 

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan 

tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa 
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menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua 

akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 

dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuandalamperaturanperundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan 

Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan 

keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban 

dalam pengelolaan keuangan desa. (Pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014). 

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus 

melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang 

disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa 

serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu 

pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal 

melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud 

pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. 

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa 

belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik 

dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum 

memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan 

keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran 
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pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh 

pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, 

khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan 

masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman 

atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen 

penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan 

yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik 

diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban 

APBDesa.  

Di dalam proses pengelolaan APBDesa harus menekankan pada 

prinsip Good Governance, baik dari proses perencanaan, sampai pada proses 

pembuatannya, sehingga APBDesa tidak terjebak dalam fenomena 

proseduralisme atau formalisme yang menyebabkan APBDesa berlangsung 

secara tidak bermakna, karena tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat 

dan rencana berbasis desa, melainkan hanya sebagai prosedur yang harus 

dilewati. 

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan di Desa semakin banyak dan 

komplek maka urusan pemerintahan dan pembangunan memerlukan disiplin 

dan efektivitas dari pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, 

khususnya yang dapat melayani bagian-bagian yang lebih khusus, yaitu 

pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. 
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Salah satu faktor penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan 

pemerintahan suatu desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(selanjutnya disebut APBDesa) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) 

adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi 

pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian 

pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas 

dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama 

BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dalam peraturan Desa. Karena 

APBDesa sangat penting dalam menjalankan pembangunan, maka 

penyusunannya harus melalui proses-proses atau tahap-tahap yang teratur dan 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Dalam penyusunan APBDesa harus dilakukan berdasarkan asas-asas 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran (Pasal 2 Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa). Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak tahapan-

tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Penyusunan APBDesa sangat penting dilakukan untuk mencerminkan 

perencanaan strategis desa yang disesuaikan berdasarkan visi, misi dan 

program desa yang telah dirancang secara partisipatif. Penyusunan APBDesa 

juga penting dilakukan untuk menjadi indikator kemampuan ekonomi desa 

dalam berotonomi. Dengan penyusunan APBDesa dapat mengungkapkan 

sumber-sumber pendapatan desa yang belum digali. Selain itu, dengan 
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penyusunan APBDesa dapat menghapuskan paradigma lama yang selalu 

dipertahankan oleh pemerintah desa. Di sini pemerintah desa 

mengesampingkan aspirasi masyararakat bahkan BPD, seolah-olah mencari 

dan mengalokasikan anggaran adalah hak dan bakatnya pemerintah desa. 

Akibatnya, APBDesa tidak disusun secara partisipatif dan alokasi anggaran 

juga bias antara kepentingan pemerintah desa dengan kepentingan masyarakat.  

Pentingnya partisipasi dalam penyusunan APBDesa adalah 1) untuk 

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian dikalangan masyarakat desa untuk 

ikut terlibat dalam perencanaan anggaran. 2) agar kebijakan anggaran selalu 

berpihak pada kepentingan masyarakat. 3) untuk mengurangi dominasi 

pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran. 4) agar kepentingan 

pemerintah desa dalam pembangunan tidak bertentangan dengan kepentingan 

masyarakat. Dan 5) agar kelompok-kelompok rentan atau kelompok minoritas 

di desa, seperti kelompok perempuan dan masyarakat difabel dapat 

menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah desa.  

Kajian penelitian ini diarahkan pada partisipasi masyarakat dalam 

proses penyusunan APBDesa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa. Perencanaan pembangunan desa yang baik 

dilakukan oleh masyarakat desa sendiri, karena masyarakat yang tahu masalah 

yang dihadapinya, potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang tahu 

masalah yang dihadapinya, potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang 

tahu yang harus dilakukannya. Paling tidak perencanaan pembangunan desa 

termuat dalam dokumen yang disusun secara partisipatif dalam Rencana 
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Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDesa).  

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa mengatakan proses penyusunan APBDesa tidak bisa 

terlepas dari RKPDesa, kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun 

berdasarkan musyawarah dan partisipasi masyarakat dengan semangat gotong 

royong. RKPDesa dan APBDesa merupakan dokumen dan informasi publik. 

Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan 

informasi publik kepada warga masyarakat. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, 

Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil pengamatan dan penelitian awal 

menunjukan bahwa penyusunan APBDesa sebagian sudah berjalan sesuai 

dengan harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala yang ditemui di 

lapangan. Dalam pelaksanaannya faktor teknis seperti kekurangan personil 

staf desa menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Adanya masa transisi dari 

perubahan dasar hukum dan petunjuk yang digunakan, dari sebelumnya 

menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, sekarang menggunakan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Adanya perubahan nomenklatur dan jenis-jenis dalam anggaran pendapatan 

dan belanja desa, seperti pengelompokkan pendapatan dan belanja desa yang 

lebih terpenci dari petunjuk sebelumnya. Perubahan-perubahan itu berdampak 

pada kesiapan aparat dan masyarakat desa dalam menyusun APBDesa.  
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Selain itu, masalah yang terjadi di Desa Kemiri adalah kurangnya 

partipasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa. Sebagian besar masyarakat 

Desa Kemiri tidak memahami rencana dan kebijakan anggaran dalam 

APBDesa. Masyarakat tidak aktif dalam setiap musyawarah yang 

dilaksanakan di tingkat padukuhan maupun di desa. Masyarakat Desa Kemiri 

pada umumnya hanya mewakilkan dirinya kepada tokoh-tokoh masyarakat 

desa untuk menghadiri musyawarah dan pertemuan tentang pembahasan 

APBDesa.  

Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang 

partisipasi dalam pembangunan desa melalui penyusunan APBDesa, yaitu 

adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. 

Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang 

selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukan 

betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

demi tercapainya pelaksanaan program pembangunan secara maksimal. 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain perhatian 

diharapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-

hasil, hendaknya pembangunan juga berorentasi pada kepentingan masyarakat 

yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh 

mereka. 

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat 

padukuhan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Dalam forum kecil di Padukuhan bahkan di tingkat RW/RT, 

masyarakat lebih berpeluang untuk terlibat dalam mengeluarkan pendapat dan 
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lebih dominan dalam berpartisipasi membahas dan menentukan program-

program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah itu sendiri. 

Selanjutnya, hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat 

Padukuhan menjadi acuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan 

pembangunan di tingkat desa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas peneliti mengambil rumusan 

masalahnya adalah: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kemiri, Kecamatan 

Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa 

Kemiri 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

dan masyarakat Desa Kemiri. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan tim perumus, 

pemerintah desa dan lembaga desa yang berkepentingan dalam 

pengelolaan keuangan desa lewat APBDesa. 
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